BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam membahas penegakan hukum terhadap pembakaran hutan

di Desa Empat Koto Setingkai, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dapat
disimpulkan bahwa situasi ini masih kompleks dan memerlukan upaya
serius dari berbagai pihak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
penegakan hukum pada kasus pembakaran kebun sawit petani desa Empat
Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar tidak ditegakkan,
pertama minimnya pemahaman masyarakat, pemahaman masyarakat
tentang manfaat hutan untuk jangka panjang masih minim, dan
pembakaran hutan dipandang sebagai cara yang ekonomis namun
merugikan. Kedua, peran aparat penegak hukum, aparat penegak hukum
terutama kepolisian, perlu meningkatkan peran dalam penanganan kasus
pembakaran hutan dan Kketerbatasan sarana dan prasarana pemadam
kebakaran juga menjadi kendala dalam penanggulangan kebakaran hutan.
Ketigat, faktor budaya masyarakat, pembakaran hutan masih merupakan
kebiasaan dan bagian dari budaya masyarakat, sehingga diperlukan

pendekatan khusus dalam penanganannya.
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B. Saran
Dalam rangka menanggulangi kasus pembakaran hutan yang
terjadi di desa Empat Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar,

beberapa saran telah dirumuskan untuk diimplementasikan :

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat:
Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai manfaat keberlanjutan
hutan dan dampak buruk pembakaran hutan bagi lingkungan dan
kesehatan masyarakat.

2. Penguatan Peran Aparat Penegak Hukum:
Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada aparat
penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menangani kasus
pembakaran hutan dan memperkuat sarana dan prasarana pemadam
kebakaran untuk meningkatkan efektivitas penanganan darurat.

3. Pendekatan Kultural:
Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka adat desa Empat Koto
Setingkai dalam sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat pada
acara-acara kebesaran adat agar dapat merubah kebiasaan membakar

hutan.
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